BAB1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu tahun akan menjadi landasan operasional dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai harapan
dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap

pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi
proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen
pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan
dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.
Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan
pelaksanaan pembangunan yang lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat serta dampak

yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
Situbondo di wilayah. Kecamatan Panji mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses
perencanaan pembangunan di Kecamatan Panji, dapat berjalan dengan baik, tersusun secara
sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi
dan misi Kabupaten Situbondo 2017 - 2021. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan
misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Panji dituntut untuk mampu menterjemahkannya
kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam
bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima

tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen
perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Renja Kecamatan Panji
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 -
2021 Kabupaten Situbondo, dengan tetap mendasar pada kondisi dan potensi daerah serta
aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian akan
terjalin keterkaitan (linkage) dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih
tinggi dan terdapat kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah serta aspirasi

masyarakat.



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

a.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten
di lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730 );

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor
12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4405 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593 );
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k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

l.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rancana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia );

m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

0. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817 );

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

g- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;

r. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2021;

MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD :

Maksud dari dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) Kantor Kecamatan Panji adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada
pada lingkungan Kecamatan Panji untuk secara konsukuen dan konsisten menyelenggarakan

kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

TUJUAN:
Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Kantor Kecamatan Panji adalah guna merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panji tahun 2018.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Kantor Kecamatan Panji disusun dengan sistemtika penulisan sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3  Maksud dan Tujuan
1.4  Sistematika Penulisan
BABII :  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4  Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB 111 :  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2  Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.4  Program dan Kegiatan
BAB IV :  PENUTUP



BABII
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan
Panji pada Tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Situbondo. Adapun
Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan

Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2017 adalah :

1. Program :  Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 326.884.500,00
Realisasi : Rp. 296.174.720,00
Prosentase Realisasi : 90,61%
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyelesaian Pekerjaan ¢ 100 %
Anggaran :  Rp. 247.331.500,00
Realisasi : Rp. 224.973.844,00
Prosentase Realisasi : 90,96 %
3. Program :  Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyelesaian Pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 11.200.000,00
Realisasi :  Rp. 11.000.000,00
Prosentase Realisasi : 9821%
4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 18.537.500,00
Realisasi : Rp. 18.537.500,00
Prosentase Realisasi : 100%
5. Program :  Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelesaian Pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 3.150.000,00
Realisasi :  Rp. 3.150.000,00
Prosentase Realisasi : 100%
6. Program :  Penyediaan Dukungan Data / Informasi
Penyelesaian Pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 1.650.000,00
Realisasi : Rp. 1.650.000,00

Prosentase Realisasi : 100 %



10.

11.

12.
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Dukungan Harjakasi

100 %
Rp. 54.875.000,00
Rp. 54.826.000,00
99,91%

Dukungan PHBA dan PHBN

100 %

Rp. 194.011.950,00
Rp. 191.568.450,00
98,74 %

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

100 %
Rp. 40.594.900,00
Rp. 40.594.900,00
100 %

Penataan Daerah Otonomi Baru

100 %

Rp. 487.861.000,00
Rp. 487.740.000,00
99,98 %

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan
Kelurahan

100 %
Rp. 115.607.950,00
Rp. 115.607.950,00
100 %

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

100 %
Rp. 29.049.950,00
Rp. 29.049.950,00
100 %

Jika ditinjau dari prosentase pencapaian Rencana tingkat capaian ( target ) untuk tiap

-tiap kegiatan (perhitungan dengan format pengukuran kinerja kegiatan), maka nilai capaian

kinerja organisasi rata sebesar 96,35 %. Dan nilai capaian ini menggambarkan kondisi obyektif

yang ada serta selaras dengan capaian sasaran yang dapat di wujudkan oleh Kantor Kecamatan

Panji.

Secara umum kantor Kecamatan Panji sudah dapat memenuhi semua sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dari 3 ( tiga ) sasaran telah berhasil di capai dengan

baik, namun perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui



penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan
dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :
e Seluruh program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang
direncanakan.
e Hal ini disebabkan oleh faktor :
- Perencanaan kegiatan yang relevan dengan pagu anggaran yang disediakan.
- Pemahaman yang baik tentang tugas dan kewajiban aparatur.
- Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan maupun antara Kantor
Kecamatan Panji dengan instansi diwilayah Kecamatan Panji.
e Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD :
- Peningkatan kualitas pelayanan umum.
- Peningkatan kualitas SDM aparatur.

- Efisiensi dan efektifitas sarana dan prasarana aparatur.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kantor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah berkomitmen untuk menerapkan
standar pelayanan publik yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal SPM), yaitu dengan
menyusun dan menetapkan Keputusan Camat Panji, tanggal : 1 Juni 2010, Nomor: 188 / 026 / P
/ 431.511.1 / 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Panji Kabupaten
Situbondo.

Aspek-aspek standar pelayanan minimal sebagai acuan dan ukuran yang harus ditaati

oleh penyelenggara dan penerima standar pelayanan, sebagaimana digambarkan pada tabel

berikut :
Tabel : Aspek-Aspek Standar Pelayanan Publik
Asas Prinsip Komponen
1. Transparansi 1. Konsensus 1. Jenis Pelayanan
2. Akuntabilitas 2. Sederhana 2. Dasar hukum
3. Kondisional 3. Konkrit 3. Persyaratan
4. Partisipatif 4. Mudah diukur 4. Prosedur
5. Kesamaan hak 5. Terbuka 5. Waktu Penyelesaian
6. Keseimbangan hak dan | 6. Terjangkau 6. Biaya
kewajiban 7. Dapat dipertanggung | 7. Produk
jawabkan 8. Sarana dan Prasarana
8. Mempunyai batas waktu | 9. Mekanisme penanganan
pencapaian pengaduan
9. Berkesinambungan




2.3

Penyusunan standar pelayanan publik tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Inventarisasi tugas dan fungsi

Inventarisasi pengguna layanan

2
3. Survey harapan masyarakat
4

Analisis prosedur pelayanan

Dari hasil inventarisir dan analisis pelayanan publik di Kantor Kecamatan Panji, maka telah

teridentifikasi 11 ( sebelas ) yaitu :

© © N o 1ok w N

Legalisasi Akte Kelahiran.

Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Legalisasi Kartu Susunan Keluarga (KSK).

Legalisasi Surat Keterangan Miskin (SKM).

10. Legalisasi Surat Keterangan Kematian.

11. Legalisasi Pembuatan/Pengajuan Proposal.

Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pengurusan Surat Pindah Antar Kecamatan/Antar Kabupaten.

Pengurusan Permohonan Penerbitan [jin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pengurusan Permohonan Penerbitan Penerbitan Surat ijin Tempat Usaha (SITU) & HO.

Pengurusan Akta Mutasi Tanah (Jual Beli, Hibah & Pembagian Hak Bersama)

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan

yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat sedikitnya dua tema

penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan

berpengaruh terhadap proses penyelengaraan pelayanan di Kecamatan Panji, adapun dua tema

penting dimaksud, adalah sebagaimana ditunjuk pada tabel berikut :

Kondisi

No Tema Sekarang Proyeksi Asumsi
1. | Globalisasi Cukup Semakin e Kemajuan tekhnologi
(Positioning dalam Intensif sangat telematika semakin pesat
Geo Politik dan Geo Intensif e Intensitas persaingan
ekonomi) kegiatan ekonomi
Internasional akan semakin
tinggi
2. | Good Governance | Menjadi Menjadi - Aksesbilitas informasi akan
(Transparansi, tuntutan yang | tuntutan yang semakin mudah diperoleh
partisipasi, sangat sangat - Tingkat kepedulian warga
akuntabiltas) mendesak mendesak terhadap proses

Pembangugnan dan
penyelenggaraan
Pemerintahan akan semakin

tinggi




Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo memiliki beberapa permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, berdasarkan hasil
analisis yang telah dilaksanakan, antara lain adalah :

a. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang
tersedia.

b. Sangat terbatasnya personil yang ada di Kecamatan, hal ini diakibatkan banyak rumor yang
berkembang bahwa yang ditempatkan di kecamatan adalah pegawai yang tersisih.

c. Terbatasnya pegawai di Kecamatan yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

Namun demikian dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,

terhadap program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs, Kantor Kecamatan Panji

masih dapat melaksanakannya dengan baik.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Panji dalam pencapaian visi dan

misinya antara lain :

a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004
tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan
Panji dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatanpartisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

b. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permandagri nomor 13 tahun 2006 tentang
pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD.

c. Adanya kepercayaan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Panji untuk
memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan :

d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi,
nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh Kecamatan Panji .

e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan
formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai ;

f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam
meningkatkan profesionalisme.

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat
terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Panji dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi
sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa
tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional,nasional, maupun global
serta saling mempengaruh antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang
harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah :

b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang

menuntut perencanaan yang berkualitas.
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c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Panji
harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya
manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Panji dengan memanfaatkan potensi dan
peluang untuk mendorong Kabupaten Situbondo menjadi Pusat Kota Pelayanan Jasa Terpadu.

e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan
yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah:

f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagi instansi

Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Seiring dengan telah ditetapkannya UU No.25/2004 tentang system Perencanaan
Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan
sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota
(pasal 14 ayat 1 UU No. 32/2004). Maka kondisi yang diinginkan agar fungsi koordinator
pelayanan administrasi umum Pemerintahan dapat berjalan secara efektif adalah sebagai
berikut:

e Mendukung koordinasi antar SKPD

e Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar masyarakat dan SKPD.

e Menjamin keterkaitan dan konsistensi implementasi kebijakan kepala daerah:

e Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ;

e Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun, perlu disesuaikan dengan perencanaan kinerja
SKPD dan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di samping itu,
dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok
indikator Kkinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Kkinerja ini akan diketahui
keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Panji.



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program / kegiatan yang diusulkan oleh berbagai kelompok masyarakat tercover
dalam kegiatan Musrenbang, dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat
Kabupaten. Namun demikian setiap usulan tentunya telah melalui kajian - kajian serta evaluasi
agar benar - benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan yang berskala prioritas, dengan
tetap memperhatikan keserasian dan atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan
kepentingan yang lebih luas.

Kantor Kecamatan Panji juga melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga
konsistensi pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif.

Usulan program/kegiatan masyarakat, meliputi beberapa bidang, antara lain :

e Bidang : Ekonomi
e Bidang : Pemerintahan dan Sosial Budaya

e Bidang : Pengembangan Infrastruktur Wilayah



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2

Adapun arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo :

1.

2.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Perencana;

Meningkatkan kompetensi SDM Perencana melalui Diklat Substansif;
Meningkatkan mutu koordinasi daerah;

Revitalisasi sistem operasional dan prosedur perencanaan pembangunan daerah;
Mewujudkan kolaborasi pembangunan antar dan lintas SKPD;

a. Memantapkan agenda perencanaan pembangunan daerah

b. Meningkatkan peran serta stakeholders dalam perencanaan dan arah pembangunan
daerah

Memantapkan sistem pengendalian pembangunan daerah;

Meningkatkan sinergitas pembangunan daerah dengan masyarakat dan dunia usaha;

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penyusunan Renja Kecamatan Panji bertujuan untuk lebih memantapkan

terselenggaranya kegiatan dengan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Panji dalam

upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah

ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2021.

iy
2)
3)

4)

5)

Sasaran Renja Kecamatan Panji adalah :
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan optimal.
Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Kecamatan yang dapat
mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Merumuskan kerangka strategi dan program jangka pendek yang mengandung sasaran, out
comes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam
menilai kinerja organisasi.
Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan
sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kecamatan

Panji untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Beberapa faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terdiri dari :
1. Kemampuan menggalang partisipasi stakeholder implementasi kebijakan Kepala Daerah;
2. Adanya komitmen untuk melaksanakan kerjasama dengan seluruh SKPD se- Kabupaten
Situbondo;
3. Adanya system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4. Tersedianya sistem informasi manajemen yang handal;
5. Tersedianya aparatur yang professional dan didukung oleh sistem pengembangan karier
yang berbasis kompetensi dan prestasi.
Mengacu kepada faktor-faktor keberhasilan berikut, maka dari setiap misi Kecamatan
Panji Kabupaten Situbondo perlu ditetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam 5
(lima) tahun ke depan, sebagai penjabaran dari misi-misi yang telah ditetapkan. Untuk
memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, agar
dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan
tersebut ditetapkan sasarannya, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih

memudahkan dalam mengevaluasinya.

b. Uraian garis besar mengenai program dan kegiatan, antara lain :

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
yang dimiliki Kecamatan Panji dengan RPJMD Kabupaten Situbondo, maka program dan
kegiatan yang akan di jalankan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
-. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

- Penyedia Jasa Admonistrasi / Tekhnis ( THL ) Kel. Ardirejo



10.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pengadaan Gedung kantor.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Mebeler ;

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas.

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor.

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Rehabilitasi sedang/berat.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

Penyusunan RKA dan DPA.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah ( Kel. Mimbaan )

Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD

Program Pelaksanaan Harjakasi

Dukungan pelaksanaan Harjakasi

Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN.

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama.
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional.

Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Penunjang Program ADD.

Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

Pendampingan Kota Sehat.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Pelaksanaan Analisa Kemiskinan Partisipatif ( AKP )

Dukungan Peningkatan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di wilayah Ibu kota
Kecamatan.

Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan.
Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Kel. Mimbaan )



11.

12.

Operasional Ketua RT dan Ketua RW ( Kel. Mimbaan dan Kel. Ardirejo)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum dan BPD.
Penyelenggaraan Lomba Desa.

Pembinaan Kamtibmas dan Linmas.

Pembinaan dan Monitoring Administrasi PBB.

Pembinaan Pengembangan Perekonomian Desa.

Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan ( Kel. Mimbaan dan Kel. Ardirejo )
Fasilitasi Pelaksanaan Raskin.

Lomba Kecamatan Berprestasi / Sinergitas Kecamatan.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Pembinaan Organisasi Perempuan.



BAB1V
PENUTUP

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan karena adanya kerjasama yang baik antara
semua unsur baik dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Sedangkan kendala
utama yang di hadapi kantor Kecamatan Panji, Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Panji
Kabupaten Situbondo yang terbatas, meliputi: gedung, ruang kantor, sarana transportasi dan
peralatan perkantoran serta belum lengkapnya peraturan pemerintah di bidang Perijinan, Legalisasi,

Rekomendasi dan pelimpahan kewenangan kepada kantor Kecamatan.

Sebuah harapan dari Kantor Kecamatan Panji, mohon dapatnya ada penambahan dana pagu

indikatif untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.

Demikian penulisan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Panji yang dapat kami sajikan, yang
dapat dijadikan sebagai bahan monitoring, evaluasi serta laporan atas kinerja tahunan dalam kurun
waktu satu tahun. Disamping itu sangat dimungkinkan ada catatan-catatan khusus serta harapan

dari unsur stakeholders.

Selanjutnya kami sangat mendambakan adanya tegur sapa guna penyempurnaan /

perbaikan yang dimungkinkan pada penulisan Rencana Kerja ini.

Panji, 08 Mei 2018
CAMAT PAN]I

ANNA KUSUMA,SH.M.Si
Penata Tingkat |
NIP. 19831221 200604 2 009




